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Yada 18 Juli 2025, Peng
adilan Tindak Pidana
Korupsi menjatuhkan
vonis 4,5 tahun penjara
kepada Thomas T Lem
bong, mantan Menteri
Perdagangan, atas kebi
jakan impor 105.000 ton
gula mentah tahun 2015.

ebijakan itu diambil untuk men-
K~t.|h| kan p.v.nlmn dan harga saat

pmdukn nasional tidak merata
mencukupi. T a bukti Tom mene-
rima gratifikasi atau memperkaya diri.

Bahkan, di amar putusan, pengadilan
mengakui ia bertindak tanpa motif pri-
badi. Namun, karena dianggap melanggar
prosedur administra an "menyebab-
kan kerugian negara”, ia tetap dinyatakan
bersalah dan dijatuhi hukuman.

Pa Juli 2025, Presiden Prabowo
dengan persetujuan DPR memberi abo-
lisi (penghapusan pidana) kepada Tom.
Banyak yang menyambut positif meski
ada yang menilai adar strategi mere-
but simpati publik atau manuver po-
litik.

ana memahami situ
sudah mendapat abol
Tom tetap penting sebagai pelajaran pub-
lik, terutama saat logika kebijakan berha-
dapan dengan tafsir hukum pengadilan.

Putusan ini menandai babak baru re-
lasi kebijakan dan hukum di Indone-
saat kebijakan publik yang sah da-
lam konteks kebutuhan nega dihu-
kum layaknya kejahatan. Terjadi perge-
seran: dari ruang debat rasional berbasis
argumen dan data, ke arena penghukum-
an berbasis tafsir hukum yang sempit.

Pertanyaannya: apakah pejabat publik
yang membuat kebijakan demi meng-
atasi persoalan nyata kini mesti siap
dipenjara jika hasilnya tak sesuai ha-
rapar

Jika kasus ini berhenti pada abolisi
dan preseden ini dibiarkan tanpa kajian,
konsekuensinya serius bagi tata kelola
pemerintahan. Ini bukan sekadar soal
hukuman pada satu orang, melainkan
soal keberanian birokrasi mengambil ke-
putusan strategis. Jika dibiarkan, nalar
kebijakan akan mati pelan-pelan: ke-
mampuan menimbang, memilih, dan
bertindak di tengah ketidakpasti-
an—yang justru jadi syarat pemerintahan
yang waras,

Latar belakang kasus

Kebijakan yang dipakai menjerat Tom
bukan tanpa dasar. la diambil secara
resmi melalui instrumen Kementerian
Perdagangan untuk menjaga stabilitas
pasokan dan harga gula nasional. Saat itu,
konsumsi domestik sekitar 2,12 juta ton
per tahun, sementara produksi dalam
negeri, meski tampak surplus secara ag-
regat, mengalami ketimpangan distribusi
dan kualitas di tingkat daerah,

Dalam situasi itu, impor gula mentah
105000 ton melalui swasta diputuskan
sebagai langkah menjaga buffer stock dan
menstabilkan harga, Kebijakan ini pun
bukan hal baru. Indonesia sejak lama
mengandalkan impor untuk menutup
celah pasokan komoditas strate

Namun, keputu itu kemudian di-
jerat hukum karena dinilai melanggar
prosedur dan menyebabkan kerugian ne-
gara Rp 578 miliar, angka yang dihitung
dari selisih harga impor terhadap harga
patokan dan potensi pendapatan negara,
bukan dari kerugian aktual. Padahal, ini
murni perhitungan hypothetical loss.

Bahkan, dalam amar putusan, hakim
mengakui tak ada keuntungan pribadi

Nalar Kebijakan
di Hadapan Pengadilan
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yang diperoleh Tom, dan kebijakan itu
diambil dalam kapas 1 sebagai pe-
jabat negara. Kerugian yang dibangun
dari asumsi dijadikan dasar penghu-
kuman, mengabaikan konteks kebijakan,
tujuan intervensi pasar, dan prinsip da-
sar bahwa kebijakan publik kerap harus
diambil sebelum risiko jadi kenyatas

Logika hukum am kasus
ngaburkan batas lah |

II\I me-

tian, unintended consequences
Ir\L\‘H)’:I dikelola, bukan
a mulai diperlaku-
kan sebagai l]t'llk hukum, kita tengah
menuju rezim tak rasional, di mana
ketakutan mendominasi pe:

Konsekuensinya serius.
aman bagi inov
ap kebijakan baru, terutama yang

tif, keputusan kebijakan, dan tindak pi-
dana. Padahal, dalam pemerintahan
yang sehat, kebijakan selalu punya ruang
diskresi, khususnya kondisi darurat
atau saat luuLm\.l opsi ideal. Jika w!mp
i bagai delik pi
nbilan kq)u-
yang mvngzlmhmu siko akan ber-
adi ladang jebakan hukum.

Di konteks ini, tak hanya keberanian
birokrasi membuat kebijakan yang ter-
ancam mati, tetapi juga nalar kebijakan
itu sendiri. Robert Behn (1995) hll.m;,
akuntabilitas yang menghindari risiko
(risk-ave accountability) mendorong
birokrasi bermain aman, menghindari
inovasi, dan membiarkan masalah mem-
busuk karena takut dipersalahkan.

lm]up\ dllq.,uk.m OE l)(z()lH) yang

an bahaya "kri i ke-
salahan kebijakan yang beritikad baik”
(criminalising honest policy errors), ka-
rena melumpuhkan kapasitas negara
untuk belajar dari kesalahan dan bertin-
dak cepat dalam situasi darurat.

Lebih problematik lagi, perhitungan
"kerugian negara” yang jadi dasar vonis
itu spekulatif, bukan aktual. Tak ada
dana publik yang sungguh hilang atau
disalahgunakan. Pendekatan hypotheti-
cal loss ini lama dikritik karena kerugian
ne dalam konteks pidana harus nya-
ta dan terukur. Indonesia Corruption
Watch (ICW) mencatat: pendekatan ku-
antitatif yang mengabaikan proses kebi-
jakan dan niat pejabat justru berpotensi
mereduksi keadilan substantif.

Berbagai literatur kebijakan seperti
ditulis Paul 't Hart dan Karen Tindall
(2009) juga membedakan kegagalan ke-
bijakan (policy fiasco) dari tindakan kri-
minal: tak semua hasil buruk kebijak

matif, pasti menantang status
quo dan berisiko. Jika risiko disamakan
dengan kesalahan hukum, pejabat publik
akan memilih diam tak bertindak.

a, ini menciptakan kelumpuhan
an (policy paralysis) di birokrasi:
pembuat kebijakan lebih memilih diam
atau menjalankan prosedur secara me-
kanistik tanpa substansi demi menghin-
dari kemungkinan krimina Ini di-
sebut technocratic defensiven at ak.
tor kebijakan lebih sibuk melindungi di
ketimbang menyelesaikan masalah (Fis-
th(rd.m Forester, 1993).

a, matinya kepemimpinan tekno-
Mereka yang kompeten dan be
akan enggan mengambil pc
di sektor publik jika setiz
isa dibawa ke pengadilan.
S Para pembuat ke-

'y h.ll’l\’il main aman: tids
ambil risiko, tidak membuat keputusa
k if, dan tidak bah situasi.

sekadar penghukuman yang membabi
buta.

Kedua, sistem peradilan harus punya
kapasitas memahami proses kebijakan,
Aparat penegak hukum tak cukup hanya
tahu hukum, tapi juga harus punya lite-
rasi kebijakan. Tanpa itu, pengadilan jadi
arena pembantaian logika kebijakan oleh
r hukum sempit dan prosedural,
Dan yang paling penting: membangun
kembali keberanian di tengah ketakutan,
Bagi para teknokrat dan profesional mu-
da yang mulai ragu masuk atau bertahan
di ruang publik karena kasus seperti ini,
saya hanya mau bilang: jangan pergi.
Negeri ini butuh Anda. Justru karena
ruangnya kian sempit dan mungkin me-
nakutkan, kehadiran Anda yang waras,
Jjujur, dan berani jadi makin penting.

Kita tak bisa menyerahkan negeri ini
hanya kepada mereka yang kebal tak

h. Kita butuh orang-orang yang
tetap memilih ber-
tindak demi kepentingan publik,

Akhirnya, vonis terhadap Tom Lem-
bong tak hanya ketidakadilan pada satu
nrmp, lc(.npl juga pengkhianatan pada
hat dalam pemerintahan,
ksikan bagaimana hukum ke-
hilangan kebijaksanaan, dan negara sem-
pat kehilangan keberpihakan pada kebe-
ranian. Meski kini dikoreksi lewat abo-

Dalam jangka | negara kehil
an kemampuan berpikir strategis dan
publik kehilangan kepercayaan.
Implikasi

Jika saja tak ada abolisi, vonis terha-
dap Tom jadi preseden, yang menciut-
kan nyali birokrasi. Sebab, yang sedang
dibangun ad: sebuah nnm kam-

lisi, keberpih ini tak boleh berhenti
hanya pada kasus ini.

Ketika pejabat dihukum bukan karena
mencuri, melainkan karena berpikir dan
bertindak, yang sedang dihukum sesung-
guhnys h keberanian itu sendiri.
Jika ini dibiarkan, negeri ini akan dipim-
pin oleh mereka yang tak pernah men-
coba, tak ptnmh berpikir, dan tak pernah

hil

kutan: di mana se
rapa pun masuk akal dan baik mknd-
nya—dapat dijerat hukum jika hasilnya
tak sesuai harapan.

Dalam situasi ini, pejabat publik akan
lebih takut salah daripada terdorong
untuk benar. Ini menciptakan adminis-
trative chilling effect: birokrasi beku bu-
kan karena tidak tahu, tetapi karena
tidak htr'lm (Ihx)d 2010).

bisa dijadikan obyek penghukuman. Jika
hukum tak mampu membedakan "kesa-
lahan niat” dan "kesalahan akibat kom-
pleksitas sistem”, kita tak sedang mene-
gakkan keadilan, tetapi membungkam
kemampuan negara untuk bertindak.

Matinya nalar kebijakan
Mcnkn yang p.nhnm klhmk.m publik

Ke-

bijakan selalu lnhir dari l'.mglumn per-

timbangan dengan data yang tak pernah

lengkap, sumber daya terbatas, desakan
vaktu, dan lunlumn pnlmk

Kri bijakan juga melum-
puhkan pengambilan keputusan (Lipsky,
1980)—dari tingkat operasional hingga
tingkat strategis. Pejabat-teknokrat akan
menghindari keputusan yang berdam-
pak besar, memilih jadi pelaksana atu
ketimbang penggerak perubahan. Me
ka lmn):\ pandai bertahan, bukan me-
mimpin. Akibatnya negara jadi auto-
plln'—h(rgtl"lk tanpa arah, hidup tanpa

n itu, kerusakan struktural: legi-
timasi kepemimpinan tergerus, regene-
rasi teknokrasi macet. Jangka panjang,
talenta terbaik hilang karena sis
hlh suka menghukum keberanian ke-

Karena itu, k publik
diukur bukan dari kc\umpun\.mn |LL\I|
nya, tetapi k

memberi ruang bagi integrita
Yang lebih mengkhawatirkan: rels
if dan yudikatif jadi timpang

bijakan nn-nunh.m;. Irudcwﬂ( dan me-
milih opsi yang paling mungkin mem-
bawa manfaat optimal dalam kondisi
serba terbatas. Proses kebijakan itu soal
mengelola ketidakpastian, bukan meng-
hindarinya (Pearson dan Crewe, 2002).
Saat kebijakan dinilai hanya dari hasil
akhirnya, aj l.u.l dengan kriteria Iculls
tik wmp 2 keb

bail .l]).l pun proses pembuatannya, pas-
ti punya konsekuensi-tak-termaksud
(unintended consequences). Ini prinsip
klasik ak Merton menulis tentang

fenomena unanticipated consequences of

purposive action (1936).
Dalam pemerin

than, konsekuensi ini
bukan berarti kesalahan, tetapi bagian
tak terhindarkan dari kompleksitas sis-
tem sosial dan ekonomi. Sunstein (2005)
menekankan: dalam pembuatan kebi-
jakan, terutama dalam situasi yang perlu

semua kebijakan publik bisa diuji
sir hukum yang mengabaikan
n kompleksitas, proses pem-

lewa
konteks d
buatan kebijakan tunduk pada meka-

nisme hukum yang prosedural: kering,
dangkal, dan tercerabut dari kenyataan,
Akibatnya, negara tak lagi jadi ruang
deliberasi kebijakan, tetapi ladang peng-
hukuman para teknokrat.

Kita mesti apa?

an biarkan kasus ini berlalu be-
1. Ke depan, negara harus didesak
mengambil sikap tegas dan rasional me-
nyelamatkan nalar kebijakan publik dari
kepungan legalisme prosedural yang
membutakan.

Pertama, tegas bedakan malaadmi-
nmrm kegagalan kebijakan, dan tindak
. Perlu mekanisme eva-
berbasis  konteks,
belaj bukan

isiko,

Kebijakan takkan lagi lahir dari nalar
dan keberpihakan, tetapi ketakutan dan
ketakberdayaan.

Rubrik ini menerima artikel dengan
topik aktual, relevan dan menyangkut
kepentingan publik. Artikel hanya
dikirim ke Opini Kompas. Panjang
artikel maksimal 5.000 karakter
dengan spasi. Kirim ke
www.kompas.id/kirim-opini

POJOK

Anomali flat Menteng
di tengah Jakarta.
Hunian nyaman idaman
kita semua.

*

Penyanyi kafe pun was-
was nyanyikan lagu In-
donesia.

Jangan sampai berlan-
Jut.

-

Aku dibayar untuk
mendengar,

Mencari teman untuk
mendengar pun susah
bukan main.

mong?




